g o O PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

;.DINAS PENANAMAN! MODAL DANPELAVANAN PERIZINAN TERPADU SATUPINTU
Ee e e DPMPPTSP

MNTAH DAERAH YAL { "»"4" N LAN

NTAH DAERA! tan»"

INTAH DAERA} 'l".f

bt 3 |
B e e e S
" "1ZIN-PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ; \

leerlkan Kepada PN A N e E A OB (A o ,
P IANTAN Nama LembagalYayasan WERINTA H . )
’ AM il N 1 ik
p RERAN KRRLPAT ,ﬁ o 1 A
PEN "+t naNama Satuan Pendtdn 2 pneiL KA N LAMPUNG SELA
o - AES " Kepala Satuan Pendldtké ) ' ' - \J . PATENT
24 UNTAH DAERAH MABUPATEN L AMPUNG SE M NTAS ¥ 4 4
P {TAH DAERAWIEINS Layanan l G SELA
PEWEMNTAH DAERAH KABUPA K N LA g \
beb i oae e Alamat Satuan Pend i 2 oo :
"L?~‘ NTAH DAEF ,n)\f.,.,u"'a,', ING SH i LAMPY I
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG * TA | KABUPATEN L .* A - E
PESERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNC FALROAE R A A o e

INTAH DAERA Desa TEN LAN " " ,._‘\:-_ b “ . AR '

N P A ARIRATEN LA

Sl (AH DAERAH KABUS ATEN LAMPU ‘u
AH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SE!
S~ AH DAERAH KABUPATEN L
* AH DAERAH KABUPATEN LAMI
'\lll)\&*\l]'/\" 11

!’H

PEpAL: -I,H['/‘\ RAHKAR

PEMIRINTAH DAER ,\.Berda’slérkaﬁ rSurat
PEwERINTAN DAL A Satu Pintu (DPMPR
ol oac o Tanggal 12 Agustu

l INTAH DAL !\f\"
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUN
PEMGEINTAH DAERAH KABUPATL 'uﬂ" U
PE IH'MHUAHAHF“\HAHH[A"'L .
UNTAH DAERAH KABUP; N
152 INTAH DAER mMasa Ber{af(u Izm
FERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNC
"'/\‘(L/F AH K ’\! UPATE "L;‘ l".i
INTAH DAES P '
PEUNTAH DAER/
NTAH DAERAH KAL

AH K/

aH DAERAH KABUPAT
* H DAERAH KABU
H DAERAH KAB

o .
* H DAERAH KA

EN LAMPUNG SELAT
TEN LAMPUNG SELAT

.‘.,H PUNG SE!

= .
iAH DAERAH KABUF

AN MODAL DAN 41
TERPADU SATU F:INTU
AH KABUPAY

; EN PUNG SELATAN hpin iy ek
Y ABUPATEN LA? NG SELATA! ; ’_' > S——— -‘ MERINTAH DAERA JPAY
\H KABUPATEN LAMPUNG SE! %, 7S 2 AN EMERINTAH DAERAL
\H KABUPATEN LAMPUN
ATEN LAMPU!

N LAMPUNG SELA
PENTRINTAH DA \BUPATEN LAMPUNG SI E
PRMERINTAH DAERAH KA UPATEN LAMPUNG SELATAN PE
H\ RIN rAn‘;":uurt\ JPATE 'hf"»ur.,_.LAl AN PEME

AH DAERAH KABUPATEN L AM

*Pmmmmmupmwm%w""* ;;:jii‘iizzs\‘{r,_;‘_*,\ 2 mcagaler EEBS L

AMPUNG SE
N LAMPUNG SELAI

N LAMPUNG

ABUPAT [\'LA'\‘LIVJLZI
'ATEN LAMPUNG SELT

N LAMPU?

N LAMPL

LAME
N W

EN LAMPL
LAMPUNG

LAMPU

NG SELAT

LAMPUNG SELA
LAMPUNG SELAT
AMPUNG SELAT

LAMPUNG SE

COOOC

i 'vm g ST WERINTAH D/ AMPUN
5 Mt '”I‘H!" LAMPUNG
MPU 4 N AMPUNG SELAT,
A ‘.TAH.""I”\_' LAMPUNG SELAT)
UNT - * AlA - INTAH DAERAH KA ‘ ELAT
o ",u('l N;L ,I,!!h, AT)
C-WP&'\'W"".&:"PL"LV&P'”‘mrj J'M JTAH DAERAH KABL AT)
g »‘-"-"'ﬂ"""‘. 4,"»7»'”»'\, .‘:‘»(;v:.a;.,vub:e"v-\"-'.u.«".w; ELATAN | LAT)
ING SELATAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN PEM A
:,'.r;..u:._-'..".'.'r_:u'-:\;“:,..\‘;v;:_'.‘._';a:'.' UNG SELATAN PEMERINTAH DA ATI
LATAS 554 L5 0 ] oA MERINTAH DA LAT)
ELAYRMTESS P [ =3 gy v MERINTAM DAS
.\(i(\‘" )‘\l‘
B M M DA LAT)
AH DAFRAH KABUPATEN | ! AHD N LAMP
PATEN LAMPUNG SELAT

INTAH DAERAH KABUPAT

Dipindai dengan
CamScanner'


https://v3.camscanner.com/user/download

DPMPPTSP-2026

PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
| DPMPPTSP

No. Seri :

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU (DPMPPTSP)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
Nomor :500.16.7.2/0126/SPF/IV.17/VIl/2026

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN

YAYASAN MIFTAHUL HUDA 606

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPPTSP) :

Menimbang : a. Bahwa salah satu program pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan
belajar dan meningkatkan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan
masyarakat setempat adalah dengan pemberdayaan dan pengembangan Satuan
Pendidikan yang dapat memberikan layanan pendidikan bagi masyarakat yang
membutuhkan. %

b. Bahwa sehubungan dengan maksud huruf a diatas dipandang perlu memberikan
Izin Pendirian Satuan Pendidikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan
perundang-undangan yang berlaku dan menetapkannya dengan keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
(DPMPPTSP).

Mengingat ¢ 1. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
2. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan
Pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan.

4. Peratuaran Menteri Pendidikan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 50 tahun 2007 tentang Standar
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah.

6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 63 tahun 2009 tentang Sistem
Penjaminan Mutu Pendidikan.

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 81
tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

8. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor: 1 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan
Sebagian Kewenangan Bidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

Memperhatik : 1. Surat Permohonan : MUHAMMAD ILYAS,Spd.M.Pd Tanggal 06 Agustus 2026
Perihal Permohonan Penerbitan Izin Pendirian Satuan Pendidikan.

2. Surat Pertimbangan Teknis Dinas Pendidikan: 421/1319/IV.02/2026 Tanggal
2026-08-03.
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: Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- Nama Lembaga/Yayasan : YAYASAN MIFTAHUL HUDA 606

- Nama Satuan Pendidikan : SMP ISLAM TERPADU MIFTAHUL HUDA 606
- Kepala Satuan Pendidikan : MUHAMMAD ILYAS,S.Pd,.M.Pd

- Jenis Layanan : Pendidikan Formal

- Alamat Satuan Pendidikan : JIl. Way Arong Dusun Banyumas

- Desa : Agom

- Kecamatan : Kalianda

- Kabupaten : Lampung Selatan

: Pemegang Izin Pendirian Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud diktum kesatu

memiliki kewajiban yang harus ditaati antara lain :

1. Wajib, menyelenggarakan pendidikan, sehingga dapat memenuhi fungsi Satuan
Pendidikan.

2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Wajib tidak melakukan penyimpangan dan atau menyalahgunakan yang dapat
merugikan negara.

4. Menyampaikan laporan tertulis secara berkala kepada Dinas Pendidikan
Kabupaten Lampung Selatan.

: Apabila pemegang Izin Pendirian SPF tersebut tidak melaksanakan kewajiban

sebagaimana dimaksud diktum kedua maka Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Lampung Selatan
dapat melakukan pencabutan izin Pendirian SPF sesuai dengan ketentuan yang
berlaku.

: Masa berlaku Izin Pendirian SPF sebagaimana diktum Kesatu selama 3 (TIGA)

Tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani Izin Pendirian SPF dan dapat
diperpanjang kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

: Perpanjangan izin Pendirian SPF sebagaimana diktum keempat dilaksanakan

selambat-lambatnya 3 (Tiga) Bulan sebelum masa berlaku Izin berakhir.

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan

dalam penetapannya, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : KALIANDA
PADA TANGGAL : 12 Agustus 2026
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